BAB Il

TINJAUAN TENTANG KEMAMPUAN PERTANGGUNGJAWABAN ANAK
DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM

ISLAM

A. Pengertian Kemampuan Bertanggung jawab
1. Menurut hukum Positif
Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan direagarang dianggap
cakap hukum dan mampu mempertanggungjawabkan @&galas tindakannya.
Sedangkan tidak mampu bertanggung jawab hal ininumya dihubungkan dengan
keadaan rohani dan jasmani dari si pelaku, andama |
1) Jiwa si pelaku cacat
2) Karena tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan
3) Gangguan penyakit jiwa.
Perbuatan si pelaku tetap merupakan perbuatan rmeldwkum, tetapi
karena keadaan si pelaku yang demikian, dia puaafian’
2. Menurut hukum pidana Islam
Menurut Ahmad Hanafi yang disadur oleh Ahmad WahMuslich,
pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syadslatn adalah pembebanan
seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak agengaatan yang dikerjakannya

dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebutetemg maksud dan akibat dari

! Leden MarpaungAsas, Teori, Praktik Hukum Pidandakarta: Sinar Grafika, 2005, him.
72.

39
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perbuatannya itt.Dalam hukum pidana Islam sendiri pertanggungjawatiaitkan

bahwa pertanggungjawaban pidana juga mengandungegiam bahwa seseorang

bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidampsgamara sah dan telah diatur

oleh nash (syar’i). Bisa dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakecara sah

berarti untuk tindakan ini telah ada aturannyamadastem hukum tertentu dan sistem

hukum itu telah berlaku dan mengikat atas perbuataiban dapat dikatakan bahwa

tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum. Hal aimilyang menjadi konsep

mengenai pertanggungjawaban pidana.

Dari uraian di atas dapat di sim

pulkan, di antaseagalah:

HUKUM PIDANA POSITIF

HUKUM PIDANA ISLAM

Persamaan:
Kemampuan pertanggungjawab
dimaknai sebagai kemampu
bertanggung jawab adalah kead:
dimana seseorang dianggap cakap hu
dan mampu mempertanggungjawabl
atas segala tindakannya.

Persamaan:
akemampuan pertanggungjawab
adimaknai sebagai kemampu
ageseorang untuk dibebani  deng
kakibat perbuatan atau tidak adar
gerbuatan yang dikerjakannya deng
kemauan sendiri, dimana orang terse
mengetahui maksud dan akibat d
perbuatannya itu.

an

jan
lya
jan
but
ari

Perbedaan :

Biasanya ketentuan tentang kemamp
bertanggung jawab ini dijelaskan ol
Undang-undang berbentuk aturan ba
umur, alasan penghapus hukuman

sebagainya.

Perbedaan :

uBrasanya aturan ini dalam hukum Isla
eHikaitkan dengan mukalaf tamyiz,
ithaligh dan sebagainya.

C

M

Solusinya :

Solusinya :

Anak yang di bawah umur belum bias

‘Anak yang belum baligh belum bias

di

2 Ahmad Wardi MuslichPengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jirmykakarta:

Sinar Grafika, 2004, him. 74.
*Ahmad Wardi Muslichibid , him. 75.
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kenai  pertanggungjawaban. Karetkenai pertanggungjawaban. Karena
secara fisik anak belum mampu unfibatasan baligh belum bsisa dijadikan
mempertanggungjawabkan atas tindacuhan dalam suatau tindak pidana.
pidana yang dilakukannya. Karrena factor lingkungan juga
mempengaruinya.

B. Ketentuan Pertanggungjawaban Bagi Pelaku TindakidPencurian Di Bawah Umur
1. Menurut Hukum Pidana Positif
Dalam hukum Positif ketentuan pertanggungjawabadan@ menurut
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradifeak terhadap anak nakal
dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan r@dembahan atau tindakan.
Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2urd@tiana pokok dan pidana
tambahan bagi anak naKaDiantaranya andalah:
1) Pidana Pokok
Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkaadeepnak nakal, yaitu:
1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan
3. Pidana denda, atau
4. Pidana pengawasan.
2) Pidana Tambahan
3) Pidana tambahan terdiri dari:
a. Perampasan barang-barang tertentu

b. Pembayaran ganti rugi

* Bambang WaluyoPidana dan Pemidanaadakarta: Sinar Grafika, 2004, him. 27
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c. Tindakan®
Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada aalek (Pasal 24

ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah:
a) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau oraagsuh
b) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikgmbinaan, dan

latihan kerja
c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisgosial

kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikambmaan, dan latihan

kerja®

Selain tindakan tersebut, hakim dapat memberi tsgdan menetapkan

syarat tambahan. Penjatuhan tindakan oleh hakiakukbn kepada anak yang
melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang gk, baik menurut
peraturan perundang-undangan maupun menurut pamahukum lain. Dalam
segi umur, pengenaan tindakan terutama bagi anak yaasih berumur 8
(delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Tephamhak yang telah
melampaui umur di atas 12 (dua belas) tahun diatuhpidana. Hal itu
mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, rheni@n sosial anak.
Sedangkan rumusan pengenaan tindakan terhadap raealrut Pasal 132
rancangan KUHP adalah:
a) Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengaauhny

b) Penyerahan kepada Pemerintah atau seseorang

5 .
Ibid
® Redaksi Sinar GrafikaJndang-undang Nomor 3 tahun 198§htangPeradilan Anak,
Jakarta: Sinar Grafika, 2000. HIm 10.
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c) Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakah BlEmerintah atau suatu
badan swasta

d) Pencabutan surat izin mengemudi
e) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindiapi
f) Perbaikan akibat tindak pidana
g) Rehabilitasi dan atau
h) Perawatan di dalam suatu lembdga.
Pidana Penjara

Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara baginakal lamanya
% (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasgaling lama 10 (sepuluh)
tahun. Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkdana mati maupun pidana
seumur hidup. Dan sebagai gantinya adalah dijatubkah satu tindakan.
Pidana Kurungan

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada aak#l rmaksimal
setengah dari maksimum ancaman pidana kurungandsagg dewasa. Yang
dimaksud maksimum ancaman pidana kurungan bagigotswasa, adalah
maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindddénai yang dilakukan
sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau Wpndadang lainnya
(penjelasan Pasal 27).
Pidana Denda

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan, pé@atpidana denda

dijatuhkan setengah dari maksimum ancaman pidandadkagi orang dewasa.

" Bambang WaluyoQp cit,him. 28.
% Ibid., him. 29.
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Jika denda itu tidak dapat dibayar, maka wajib mligalengan latihan kerja

selama 90 hari dengan jam kerja tidak lebih dajam sehari dan tidak boleh

dilakukan di malam hari. Tentunya hal demikian megat pertumbuhan dan
perkembangan fisik, mental, dan sosial anak seringungan anak.

Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat bagi anak nakal sesuai dengansammBasal 29

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah:

a. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan, apabila pidaemam yang dijatuhkan
paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan jangka walkdsanpidana bersyarat
adalah paling lama 3 (tiga) tahun.

b. Dalam putusan pidana bersyarat diberlakukan keaergabagai berikut:

a) Syarat umum, yaitu anak nakal tersebut tidak akaakokan tindak
pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.

b) Syarat khusus, yaitu untuk melakukan atau tidakakudgdan hal tertentu
yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetamperatikan

kebebasan anak.

c. Pengawasan dan bimbingan

a) Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa ukelakpengawasan
dan bimbingan kemasyarakatan melakukan bimbingam agak nakal
menepati persyaratan yang telah ditentukan.

b) Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat, dibmgbbleh balai

pemasyarakatan berstatus sebagai klien pemasyamakat

® Ibid., him. 30
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c) Selama anak nakal berstatus sebagai klien pemésyama dapat
mengikuti pendidikan sekoldfl.
8) Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang déeneituk anak,
yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa penwmtutm terhadap perilaku
anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anakeltets dan pemberian
bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyateak

Anak nakal yang diputus oleh hakim untuk diseralkeada Negara di
tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak sebag&i Megara, dengan
maksud untuk menyelamatkan masa depan anak ataanak menghendaki anak
dapat diserahkan kepada orang tua asuh yang menhsyauéat:*

Disini dapat dibedakan atau disamakan dilihat (@dsal 24 ayat (1)
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) dengan Pasalrdafangan KUHP
dimana anak nakal dikembalikan kepada kedua otamgtang tua asuhnya. Dari
sini dapat di tafsirkan bahwasannya undang-undaegdpgan anak saling
melengkapi.

2. Menurut hukum pidana Islam
Pengertian pertanggung jawaban pidana dalam syadslatn adalah
pembebanan seseorang dengan akibat perbuataniddkuatianya perbuatan yang
dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ot@isgbut mengetahui maksud

dan akibat dari perbuatannya itu.

19 Redaksi Sinar Grafikd)ndang-undang Nomor 3 tahun 198htangPeradilan Anak,
Jakarta: Sinar Grafika, 2000. HIm 12.
1 Bambang Waluyopp. cit him. 31
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Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu didasalepada tiga hal:
1) Adanya perbuatan yang dilarang
2) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, da
3) Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapkt pertanggungjawaban.
Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pulatgmgygungjawaban. Dengan
demikian orang gila, anak di bawah umur, orang ydipgksa dan terpaksa tidak
dibebani pertanggungjawaban, karena dasaar pettagggvaban pada mereka ini
tidak ada?

Dalam surat An-Nahl ayat 106 disebutkan tentanggyang dipaksa.

00000000000 00000000 0000 Ooo0 dOOoO0OO0O00 OOo000 0000 0Oo000 000000 0oa

0000000  OOO0000O000O - 000000 - 000 - 00000000 - dO0O00O00000 -+ ©O00000000

00000 0000000 00 00000 00000000 0000 bo000 oooooo 0o00000ooooa

Artinya: Barang siapa yang kafir kepada Allah sesuBia beriman (dia mendapat
kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kBfdahal hatinya tetap
tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akanpitetaang yang
melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaalah

menimpanya dan baginya azab yang besar (QS. An-La).*®

> Ahmad Wardi MuslichPengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikihagah
Jakarta: Sinar Grafika, 2004, him. 74.

Y Kementrian Agama RIAI-Qur'an dan TerjemahBandung: Jabal Roudhotul Jannah,
2010, him. 279.
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Ketentuan-ketentuan disumberkan dari Al-Qur’an, isladdan Ijma’.
Disamping itu ada yang menyebutkan bahwa sumbasrhuklam itu ada empat
yaitu: Al-Qur'an, As Sunnah, ljma’, dan Qiy&s.

1. Al-Quran

Dalam hukum pidana Islam, Al-Qur'an adalah sumibé&um utama dari

semua ajaran syari’at Islam, hal ini ditegaskammaAl-Qur'an surat An-Nisa’

ayat 105:

0000000000 - 0DO0O0O00000 - 00000000000 - 00000000 - 00000000000 - 000000
OooOO0OO00O00000 OO00O Oooo © 0000 0oo0000 - 000000 - 00000000 - 0oo00a

00000 00000000
Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab-Qur’an) kepadamu

(Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadidira
manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah lepad dan
janganlah engkau menjadi penantang (orang yank lieiesalah), karena
(membela) orang yang khianat”. (Q.S. An-Nisa’: 165)

Dari ayat di atas dapat ditemukan sebuah kesimpblahwa setiap
kesalahan harus ditindak tegas. Yang salah didddessalah, yang tidak bersalah
dibebaskan dari semua hukuman. Dan ini menjadikpaya para penegak hokum
harus amanah dengan semua kesalahan yang dilake&aarang, baik itu laki-laki

maupun perempuan. Dan semua itu harus diadili cesgadil-adilnya.

1 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shddigalsafah Hukum IslamEd-2, Semarang: PT.
Pustaka Rizki Putra, Cet-1, 2001, him. 33.

' Kementrian Agama RIAI-Qur'an dan TerjemahBandung: Jabal Roudhotul Jannah,
2010, him. 95.
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Dalam pertanggungjawaban pidana anak untuk dapakesamakan ayat di

atas harus melalui beberapa syarat, sehingga as@gap sebagai pencuri yang

harus dikenanad yaitu:

a)

b)

d)

Orang yang mencuri, dengan syarat susklgh, sadar dan berakal.

Orang yang mencuri mengetahui akan haramnya merfmeiawan
hukum), terikat oleh hukum, dengan artian tidala gitau mabuk, tidak dalam
keadaan darurat, kelaparan, dan sebagainya.

Barang yang dicuri mencapai nishab (ukuran), menumhur ulama’ yaitu %
(seperempat) dinar atau lebih. Menurut Ulama’ Madegnafi nishab barang
yang dicuri adalah satu dinar, atau 10 dirham.

Barang curian itu benar-benar milik orang lain kisemuanya atau sebagian dan
bukan milik keluarga, orang tua atau anak.

Mengambil barang tersebut dengan cara sengaja, nbldekeliruan atau
kesalahan. Dan untuk membedakan antara sengajtidddndilihat dari bukti,
saksi atau pengakuannya sendiri.

Barang yang biasa di tempatkan pada tempat pengempaeperti lemari untuk
menyimpan pakaian atau perhias&n.

Menurut Syauqi Ismail Syahatah (ahli figih dari Memengatakan, jika
dikurskan dengan nilai mata uang sekarang satu dunderdiri atas 4, 45714
gram emas (dibulatkan menjadi 4, 5 gram emas). &erdemikian,nishab
barang curian yang dikenhad potong tangan menurut jumhur ulama’ adalah 4,

5:4 =1, 125 gram emas. Dan menurut ulama’ matizsafi senilai 4, 5 gram

'® perpustakaan Nasional Fnsiklopedi Hukum Islandakarta: PT Ichtiar baru van Hoeve,

Cet-1, 1996, him. 1392.
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emas.’ Menurut situs Dinar Online 1 Dinar = 4, 25 grafikajdirupiahkan 1
Dinar = Rp 2, 020, 834. Dengan kalkulasi harga epergram Rp475,490.'®
Sayyid Sabiq menambahkan, bahwa perbuatan mentwriharuslah atas
kehendaknya sendiri. Jadi, jika dia dipaksa unt@neari, maka dia tidak bisa

dikategorikan sebagai pencuri yang haruisadl

. Hadist

Hadist merupakan sumber hukum yang kedua setekf)uRan, Hadist
adalah ucapan Rasulallah SAW tentang suatu yarigiben dengan kehidupan
manusia atau tentang suatu hal, atau disebut quriaah Qauliyahpengertian
sunnahmencakup dan meliputi semua ucapan Rasulullalbuptan, dan yang
disetujui €aqgrir) oleh Rasulullah SAW.

Kaitannya denganarimah pencurian, dalam Hadist banyak sekali
disinggung, diantaranya adalah Hadist yang diriikeya dari Aisyah ra, yang
berbunyi:

Gab | Al adle Al e a5y Q8 JB50h @iga@u@i@a(,w*f°iz\ G
& (e Y1085 et Rl (55005 0 et A0l (5,00 ) (5 U
A 8155, aa103 sl e e O (50015 & Al | adll Jaaln &30 550l 5

Artinya: “Rasulullah Saw. Bersabda: kiranya Allalemgutuk orang yang mencuri
sebiji telur, tangannya dipotong, dan mencuri setah, dan tangannya

dipotong. Al-A’'masy berkata: para sahabat berpeatdbphwa yang

Yibid
8Didownload darhttp://www.dinar-online.comtanggal 2 desember 2013, jam 23, 06 Wib.
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dimaksudkan dengan telur disini, adalah telur lukesn, tali, adalah tali
yang dinilai beberapa dirham”. (H.R. Al-Bukhory dsluslim; Al-

Muntaga I1)*°

55 o) b 5 L) 5 el sy ally e i i (00 6 18 0B A e By

casbe (e alisly)) 1aclial

Artinya: “Nabi Saw. Memotong tangan seorang yang mencuriesepat dinar

dan selebihnya (H.R. Al-Jamaah selain Ibnu Majah; Muntaga’fl).

3. Ijma’
ljma’ merupakan hukum yang diperoleh atas kesepakiagberapa ahli
ishtisan dan mujtahid setelah Rasulallah SAW, tentang hukum dan ketentua
beberapa masalah yang berkaitan dengan syari’am/|sdiantaranya yaitu
masalah pencurian, karena Islam sangat melindiarta bhenda dari kepemilikan
yang tidak khaqg Ijma’ juga dimanifestasikan sebagai yurisprudehakim
Islam?!

Sebelum membahas lebih jauh tentang batasan umuamda
pertanggungjawaban pidana anak, penulis ingin markap terlebih dahulu apa
yang dimaksud dengan pertanggungjawaban itu seitikok-pokok dalam hukum
pidana Materiil yaitu perumusan perbuatan yangrallg, pertanggungjawaban

pidana (kesalahan) dan sanksi yang diancamkan.niédat pada permasalahan

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddietpleksi Hadis-hadis HukunBemarang: PT.
Pustaka Rizki Putra, cet ke-3 2001, him 158.

?%1bid, him 159.

! Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidari@et. Ke-1, Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, 1995, him. 50 .
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pidana Materiil, maka pembahasan pertanggungjawapatana merupakan
pembahasan yang cukup menarik, berbicara pertaggyuaban pidana maka tidak
akan terlepas pada pembahasan mengenai kesalalani. lbérdasarkan pada prinsip
pertanggungjawaban pidana yang berdasar pada dsiEk ‘ada pidana tanpa
kesalahan” yang dikenal dengan asas kesalaham dialkum Positif dikenal dengan
Asas Legalitas. Artinya, pelaku pidana dapat dipgdapabila melakukan perbuatan
pidana yang dilandasi sikap batin yang salah atabatj Meski dalam
perkembangannya ada pula pertanggungjawaban pydaigamenyimpang dari Asas
Kesalahan tersebtft.
Menurut hukum pidana Islam, pafagaha menggunakan 2 (dua) kaidah
umum yang dapat menentukan keadaan tersalah. Demgaerapkan keduanya, kita
dapat mengetahui apakah seseorang tersalah afu tid
a) Kaidah pertama, apabila pelaku melakukan perbuai@mg mubah (tidak
dilarang) atau menyangka bahwa perbuatan itu dikale kemudian perbuatan
itu menimbulkan keadaan yang tidak dibolehkan,ditanggung jawab secara
pidana, baik keadaan tersebut ditimbulkannya dergagsung maupun tidak
langsung. Jika ternyata pelaku sebenarnya dapaghimetarinya. Apabila dia
benar-benar tidak mampu menghindarinya, maka tédik pertanggungjawaban
pidana padanya.

b) Kaidah kedua, apabila perbuatan tidak diperbolehkilarang), namun pelaku
melakukannya, baik secara langsung maupun tidajslang tanpa ada keadaan

darurat yang memaksa, hal itu dianggap bukan keadaeurat dan apa yang

2 Muladi, ibid.
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ditimbulkan darinya menyebabkan pelaku harus bggang jawab secara
pidana, baik perbuatan itu dapat dihindari maujulakt?

Menurut A. Hanafi yang disadur oleh Ahmad Wardi s pengertian
pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam aidgembebanan seseorang
dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbyatag dikerjakannya dengan
kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetataksud dan akibat dari
perbuatannya itcf.

Pertanggungjawaban pidana juga mengandung pengedlava seseorang
bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidampsgamara sah dan telah diatur
oleh nash (syar’i). Bisa dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakecara sah
berarti untuk tindakan ini telah ada aturannyaamtalsistem hukum tertentu dan
sistem hukum itu telah berlaku dan mengikat atabyagan itu. Singkatnya dapat
dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sidtekum. Hal inilah yang menjadi
konsep mengenai pertanggungjawaban pidalaali tidak ada suajarimah, kecuali
sesudah ada penjelasan, dan tidak ada hukumanlikeesadah ada aturan yang

mengikatnya. Sebagaimana firman Allah dalam suls&mfam ayat 164:

00000000 0000 0 000000 00000 0000 000000 00000 0000000 0000 doo00000 0aaa
0000 O OoO00000 000000 fooooO000 OO0000  Oooo 0 000000000 0000 000000 000a
00000 0000000 00000 ©oooooooooDooO0 - ©ooooooooooo - ©o000000o -+ 0000aa

00000 0000000000000

2 Alie Yafie, dkk.,Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, terjemahan dari-Tasyri’ al-
Jina'’i al-Islamiy Mugaranan bil Qanunil Wadkarya Abdul Qadir Audah, Jilid 4, Bogor: PT
Kharisma llmu, him. 106.

2 Ahmad Wardi Muslich,Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jifmya
Jakarta: Sinar Grafika, 2004, him. 74.

% Ahmad Wardi Muslichibid , him. 75.



53

Artinya: Katakanlah (Muhammad), "Apakah (Patut) akencari Tuhan selain Allah.
Padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setrbpgian dosa seorang,
dirinya sendiri yang bertanggungjawab. Dan seseptigiak akan memikul
beban dosa orang lain. Kemudian kepada tuhanmwatu kkembali, dan
akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulw Kaenselisihkan”.
(Q.S. Al-An’am: 164f°
Para fugaha merumuskan sebuah kaidah yang berbunyi, sebelumn ad

ketentuannash tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang ber8kai kaidah

tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan atau dikap dipandang sebagai
jarimah, kecuali bila adamashyang jelas melarang perbuatan tersebut. Apaloiék ti
adanashseperti itu, tidak ada tuntutan atau hukuman tlapgelakunya. Jadi dari
kedua kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa tatikjarimah dan tidak ada
hukuman, kecuali dengan suatash Di dalam figh jinayah, pertanggungjawaban
pidana didasarkan kepada 3 (tiga) Prinsip:

1) Melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalk@erbuatan yang

diwajibkan.

2) Perbuatan tersebut dikerjakan atas kemauan seadinya si pelaku memiliki

pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidd&kulean perbuatan tersebut

3) Sipelaku mengetahui akan akibat perbuatan yaagukan’’

Dengan adanya syarat tersebut, terlihat bahwa ydagat dibebani

pertanggungjawaban pidana hanyalah orang dewasapungai akal pikiran yang

sehat, serta mempunyai kemauan sendiri. Apabilaktidmaka tidak ada

% Kementrian Agama RIAI-Qur'an dan TerjemahBandung: Jabal Roudhotul Jannah,
2010, him. 150

7 A, Djazuli, Figh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalastain Edisi Revisi,
Cet. Ketiga, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 208024 2.
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pertanggungjawaban pidana padanya, sehingga digapakal pikiran yang bisa
memahami dan mengetahui serta mempunyai pilihahadep apa yang akan
dilakukannya. Dengan kata lain, dalam Islam bahglaku tindak pidana yang dapat

dimintakan pertanggungjawaban adalah diaukallaf®®

yaitu yang dapat
dipertanggungjawabkan perbuatan pidana. Orang ydal berakal bukanlah orang
yang mengetahui dan bukanlah orang yang mempuiijearp Demikian juga pada
orang yang belum dewasa tidak bisa dijatuhi hukumatihat kondisi mental dan
sosialnya.

Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertangguaiggn pidana
dimaksudkan untuk memelihara ketertiban dan keamamasyarakat, dengan kata
lain sebagai alat menegakkan kepentingan masyarkiesgna besarnya hukuman
harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kesadasgranaleat. Syari'at Islam ada
dengan tujuan yang begitu jelas dan luas, sehidgggan adanya ketentuan tersebut
akan menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhamp hichanusia. Dalam
kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sgfaintidak bisa dipisahkan.
Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, makan terjadi kekacauan dan
ketidak tertiban dimana-mana. Pada dasarnya pémg@ertanggungjawaban pidana
dalam hukum Positif dengan pertanggungjawaban pidatam hukum pidana Islam

(syari'at Islam) tidak jauh beda, hanya beberapatube hukum Positif yang

menegakkan pertanggungjawaban pidana diambil dsafdt jabar determinisme,

% Mukallaf ialah seorang muslim yang telah akil baligwasa), sehingga orang tersebut
mengerti tentang hukum syari’at Islam dalam senm@ak dan perbuatannya. Lihat Abdul Wahab
Khalaf, lIlmu Ushul Figh, Terj. Noer IskandarKaidah-kaidah Hukum Islam (llmu Ushul Figh)
Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. ke-6, 1996, h. 3.
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fatalismé.” Dalam hukum pidana Islam sendiri ada ketentuaerkean khusus yang
dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana kesgorang, salah satu
faktornya karena pelakunya adalah anak-anak.

Seorang anak yang melakukgarimah pastinya juga akan menerima
pertanggungjawaban. Akan tetapi, ketentuan dalalamlsmenyebutkan bahwa
pertanggungjawaban yang akan dibebankan pada geamnak berbeda dengan beban
pertanggungjawaban yang dibebankan kepada orangsdefnukalla)j. Menurut
Syafi'i dan beberapa kalangéimgahalainnya bersepakat, bahwa seorang anak yang
belum baligh hanya akan dikenakan hukumt'zir dandiyat atasjarimah apapun
yang dilakukannyd’

Dari uraian diatas antara hukum Positif dan hukigama Islam:

Persamaan: Persamaan:

Ketentuan pertanggungjawaban baHetentuan pertanggungjawaban bagi
pelaku tindak pidana pencurian di bawgbelaku tindak pidana pencurian |di
umur menurut hukum pidana Positibawah umur menurut hukum pidaha

bersifat tetap atau terukur, seiringslam tidak tetap, karena
tetapnya batas umur yang tertulis dalgpertanggungjawaban ditentukan
Undang-undang dan aturan mengenaerdasarkan criterigbaligh, mukalaf,

sanksinya. dantamyiz.Jadi fleksibel tidak terpaku

pada umur seseorang.

Perbedaan : Perbedaan :

Sanksi bagi anak lebih ringan dari orgiTidak ada sanksi bagi anak yang belum

dewasa. baligh, tetapi masih  terdapat
kemungkinan adanya sanksi berupa
ta’zir.

2Ahmad HanafiAzas-azas Hukum Pidana Islatdakarta: PT. Bulan Bintang, 1967, him.
156.

®bnu Rusyd, Bidayatul MujtahidAnalisa Figih Para Mujtahid penerjemah, Drs.Imam
Ghazali Said, MA. & Drs. Achmad Zaidun, terjemahdari Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul
Mugtashid, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, him. 546.
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Solusinya : Solusinya :

Anak di bawah umur sanksi pidananyPertanggungjawaban tidak berlaku
setengah dari hukuman bagi oratselama anak tersebut belurnalig.
dewasa. Jika anak masih di bawah umAnak dapat dikenai hukumaa’zir.
maka anak tersebut tidak dapat kenai

sanksi pidana.

C. Dasar hukum pidana tentang pelaku pencurian ana&vaah umur
1. Menurut hukum Positif
Sumber hukum Positif dari pidana pencurian adalakuim yang tertulis
dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) naslanya ialah*Wetboek
Van Strafrecht VoorNederlandsch Indie (W.v.8hggal 15 Oktober 1915 No. 33
dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918, W.v.9,v.Mi merupakan salinan
(turunan) dari Wetboek van strafrecht Negeri Betan@dng selesai dibuat tahun1881
dan mulai berlaku Tahun 1886 KUHP merupakan kodifikasi dari hukum pidana,
berlaku untuk semua golongan penduduk dan berlakukutsemua golongan Timur
Asing dan Eropa. Dengan demikian dalam lapanganrnykdana sejak tahun 1918
terdapat unifikasi.
Dalam hukum Positif pengertian pencurian telahudidan dijelaskan dalam
BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum PiddK&HP), yang berbunyi:
"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang $elyau atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimildgcasa melawan hukum,

diancam karena pencurian, dengan pidana penjargpaima 5 (lima) tahun atau
denda paling banyak sembilan ratus rupi&h”.

31 SudartoHukum Pidanadilid 1, Semarang: Yayasan Sudarto, Cet. Ke 20,18Im 15.
32 Moeljatno,Kitab Undang-undang Hukum PidarfgUHP), Jakarta: Bumi Aksara, Cet-
24, 2005, him. 128.
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Pencurian yang disebutkan dalam pasal 362 KUHRWatdi atas adalah
pencurian biasa atau pencurian dalam bentuknya ysolgk, yang ancaman
pidananya maksimal 5 (lima) tahun penjara, kemudi@egori selanjutnya adalah
pencurian dengan pemberatan, yaitu terdapat dadesiad 863 ayat 1 item (2), karena
di dalamnya terdapat faktor-faktor yang memberatkatika pencurian tersebut
dilakukan, seperti: waktu ada kebakaran, letusanjirbagempa bumi, gunung
meletus, kecelakaan kereta api, kapal terdampanm, lehaya perang. Hal ini
menunjukkan bahwa pada peristiwa-peristiwa atauddaekeadaan seperti ini,
terjadi kepanikan dan kekacauan sehingga memudap&kku pencurian untuk
melakukan aksiny#

Penulis melihat dan memahami beberapa ketentuamgidi atas, sehingga
penulis mendapat beberapa alasan yang membengustificgation) penjatuhan
hukuman ¢anks) terhadap si pelaku kejahatan, yang merupakararugari pada
pemidanaan dalam hukum pidana Positif. Dalam tddsafat pemidanaan,
pemidanaan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golm@esar, yaitu:

a) Teori absolut atau teori pembalagaargeldings theorie)

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan sematdamigarena orang
telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidaniapeccatum est’ Jadi,
dasar pijakan dari teori tersebut ialah pembalaskgara berhak menjatuhkan
pidana karena penjahat tersebut telah melakukayepgmgan dan perkosaan pada

hak dan kepentingan hukum baik pribadi, masyarakatjpun Negara yang telah

33 Muladi dan Barda Nawawi Ariefeori-Teori dan Kebijakan Pidan&d. Revisi, Cet. Il,
Bandung: Alumni, 1998, him. 10.
* |bid
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dilindungi. Oleh karena itu si pelaku harus dibanlpidana yang setimpal dengan
perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukarinya.

Adami Chazawi mengatakan bahwa, setiap kejahatars lthikuti oleh
pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat apagyalapat timbul dari
penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa rdgepaik terhadap diri
penjahat maupun masyarakat. Hal ini karena merjatuhpidana tidak
dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praki#gileermaksud satu-satunya
penderitaan bagi penjahitJika seseorang melakukan kejahatan, maka dampak
yang timbul bagi korban khususnya dan masyaral@ panumnya berupa suatu
penderitaan baik fisik maupun psikis dengan peradak senang, amarah, tidak
puas dan terganggunya ketentraman batin. Untuk msekan dan menghilangkan
penderitaan tersebut, kepada si pelaku kejahatais diberikan pembalasan yang
setimpal.

Teori relatif atau teori tujuadoel theorie / utilitarian)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangka@da dasar bahwa
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertilkufnly dalam masyarakat.
Pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya seghatan, dengan tujuan
agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Dalieatakan bahwa, teori
pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan ki kbrban, keluarganya,
ataupun masyarakat umum. Terkait dengan teoriaoh, beberapa macam dasar

atau alasan pertimbangan tentang adanya keharuséuk wiadakannya

% Yulies Tiena MasrianiPengantar Hukum Indonesi€et.|, Jakarta: Sinar Grafika, 2004,

him. 66.

%Adami Chazawi,Pelajaran Hukum Pidana Bagian Ed. |, Cet. 3, Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2007, him. 157-158.
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pembalasan, salah satu diantaranya yaitu pandaAgatheticadari Herbart,
dengan pemikirannya bahwa apabila kejahatan tidddalas, maka akan
menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat.k&gaasan tersebut dapat
terealisasikan, maka dari sudut Aesthetica ini iatibalas dengan penjatuhan
pidana yang setimpal pada pelaku kejahatan. Paadangdisebut dengaftde
aestheticatheorie®’
Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tetsabhaka pidana
mempunyai 3 (tiga) macam sifat, yaitu:
1. Bersifat menakut-nakuti
2. Bersifat memperbaiki
3. Bersifat membinasakafi.
Kemudian sifat pencegahan dari teori ini ada 2 dugcam, yaitu:
a. Pencegahan umum
Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada pbaj
ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut ukintoerbuat
kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu diaadli contoh oleh
masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan medakpkrbuatan yang
serupa dengan penjahat itu.
b. Pencegahan khusus
Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegalakelkejahatan

yang telah dipidana agar si pelaku tidak menguliagy melakukan

'Y ulies Tiena MasrianiQp, cit HIm 67.
*1bid, him. 162
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kejahatan dan mencegah agar orang yang telah bburak untuk tidak
mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuataatanyTujuan itu
dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana géaiya ada 3 (tiga)
macam:
1) Menakut-nakuti
2) Memperbaiki, dan
3) Membuatnya menjadi tidak berdaa.
Uraian di atas mengindikasikan bahwa teori relagifasas pada

3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu:

a. Preventif(melindungi),

b. Deterrencgmenakuti), dan

c. Reformatiflmemperbarui).

c) Teori gabungarfvernegings theorien)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asdsafgsan dan asas
pertahanan tata tertib masyarakat, dengan katadlanalasan itu menjadi dasar
dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini terddni 2 (dua) golongan besar,
yaitu:*°
1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan

Teori ini berpandangan bahwa pidana tiada lainaddpkembalasan
pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk memipantean tata tertib hukum

agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjaari kejahatan.

*Ibid, him. 165.
“Obid, him. 166.
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Pidana yang bersifat ini dapat dibenarkan apal@tanbnfaat bagi pertahanan
tata tertib (hukum) masyarakat.

Teori ini mencakup teoabsolutdan teorirelatif yang timbul karena
mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan-kelerteisabut antara lain
pada teori absolupertama dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada
pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijaidduang@ mati, melainkan
harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat butigyadakedua apabila
yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalaseka mengapa hanya
Negara saja yang memberikan pidana? lalu padar&atif: pertama dapat
menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya pada bergannya jenis pidana;
kedua kepuasan masyarakat diabaikan; #atiga sulit untuk dilaksanakan
dalam praktek.

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungandsii masyarakat

Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan padaupglakbuatan
dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatangian yang dilakukan
dengan sukarela yang bersifat pembalasan. Sifat badesh dari pidana
merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukanatujdari pidana, sebab
tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanapendungan tata tertib
masyarakat!

Sumber hukum pidana pencurian yang lain adalahrhytidana Adat,

hukum Adat merupakan hukum yang hidup/eksis dirdateasyarakattije living

law), hukum Adat juga merupakan hukum yang asli, detusyang asli berlaku

* Ibid, him 167-178.
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dengan sendirinya, kecuali jika ada hal-hal yangghalangi berlakunya hukum
Adat. Di daerah-daerah tertentu hukum pidana Adailmndiberlakukan adanya,
akan tetapi hanyalah sebagai pidana tambahan lemjena mengingat sudah
terdapat unifikasi hukum pidana.

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengeeagertian
anak secara etimologis diartikan dengan manusia yaasih kecil ataupun
manusia yang belum dewd$a&engertian tersebut juga terdapat dalam Pasal 45
KUHP, disebutkan bahwa "Dalam menuntut orang yaeturb cukup umur
(minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (&edes) tahun,
hakim boleh memerintahkan, supaya si pelaku iterdidalikan kepada orang
tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidakndikan sesuatu hukuman
atau memerintahkan, supaya si pelaku diserahkaadeepemerintah dengan
tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika perbuatanrmasuk dalam bagian
kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterardplam Pasal 489, 490,
492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 538, 540 dan perbuatan itu
dilakukannya sebelum 2 (dua) tahun sesudah keputietaulu yang menyalahka
si pelaku melakukan salah satu pelanggaran ini aemwatu kejahatan; atau
menghukum anak yang bersalah ittf.”

Dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentangdPamaAnak
disebutkan bahwa” Anak adalah orang yang dalamaparianak nakal telah

mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum memcapur 18 (Delapan belas)

42W. J. S. Poerwadarmintamus Umum Bahasa IndonesBalai Pustaka: Armico, 1984,
him. 25.
** Ibid
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tahun dan belum pernah kawin dan dikenal dengamutaebanak nakal.

Sebagaimana kutipan dalam Pasal 1 ayat (1) ddve(Bunyi:

a. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakath telencapai umur 8
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 gdeleébelas) tahun dan
belum pernah kawin.

b. Anak nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana; atau

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakanrémpbagi anak,
baik menurut peraturan perundang-undangan maupunroteperaturan
hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakang
bersangkutafit

Dengan disahkan Undang-undang ini, maka Pasal 4B5RKUidak
berlaku lagi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 67 &mgtundang nomor 3 tahun
1997 tentang Peradilan Anak yang berbunyi "padarsatai berlakunya Undang-
undang ini, maka Pasal 45,46, dan Pasal 47 Kitadabigprundang Hukum Pidana
dinyatakan tidak berlaku lagf”

Batasan umur untuk anak sebagai korban pidanardiatam Pasal 1
butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentargrilungan Anak. Anak
dirumuskan sebagai seseorang yang belum berusi@el8pan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari samuersebut dapat

diketahui bahwa anak yang berhak mendapatkan gergen hukum tidak

*Redaksi Sinar Grafikalndang-undang Peradilan Anakakarta: Sinar Grafika, 2000,
him. 3.
* Ibid, him 27.



64

memiliki batasan minimal umdf.Dari sejak masih dalam kandungan, dia berhak
mendapatkan perlindungan.

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahirf ltentang
Kesejahteraan Anak, yang disebut Anak adalah: 't8esg yang belum
mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pdwmaim.” Sedangkan dalam
hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 370 Bab KeBmks Bagian kesatu
tentang Kebelum Dewasaan Kitab Undang-undang HuRerdata yang berbunyi
lengkap pasalnya adalah sebagai berikut: "Belumadawadalah mereka yang
belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tdanntidak lebih dahulu
kawin”.*"Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusi@i puluh satu)
tahun dan belum menikah. Jika seorang anak telatikate sebelum 21 (dua
puluh satu) tahun kemudian dia bercerai atau djahgnati oleh suaminya
sebelum dia genap 21 (dua puluh satu) tahun, makéethp dianggap sebagai
orang yang telah dewasa bukan anak-aRakgertian anak menurut ketentuan
Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memp@r(glua) syarat, yaitu:

a) Orang atau anak itu ketika dituntut haruslah betlewasa, yang dimaksud
belum dewasa adalah mereka yang belum berumuruzlgaluh satu) tahun
dan belum pernah kawin. Jika seorang kawin daneb@rsebelum berumur

21 (dua puluh satu) tahun, maka dia dianggap sdeaisa.

6 Redaksi Citra Umbard/ndang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perfigdn
Anak (Bandung: Citra Umbara, 2003), him. 4.

4" R. Subekti dan R. Tjitrosudibiokitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk
Wetboek Dengan Tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawindakarta: Pradnya Paramita,
1994,him. 76.
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b) Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana pada waktbelum berumur 16
(enam belas) tahufi.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalakag@epidana anak,
karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang wahgga melakukan
kejahatan termasuk kategori anak atau sudah deWsseaetahui batasan umur
anak, terjadi keberagaman diberbagai Negara yamgaher tentang umur anak
yang dapat dihukum. Di Negara Swiss batas anak gapgt dihukum apabila
sudah mencapai umur 6 (enam) tahun, di Jermanngatebelas) tahun sehingga
dikenal dengan istilaist muchtstraf baataucan be guilty of any affencgang
berarti di atas umur tersebut relatif dapat dipsytngjawabkan atas
perbuatannya, seperti orang dewasa yang mendapatitasan berupa tindakan
maupun pidana yang bersifat khuéus.

Bismar Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwardatasyarakat
yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkanslataimur yaitu 16 (enam
belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun ataumum tertentu yang menurut
perhitungan pada umur itulah si anak bukan laghasuk atau tergolong anak
tetapi sudah dewas.

Mengenai batasan umur anak yang dapat dipidanayat@r banyak
Undang-undang yang tidak seragam batasannya, kaféatarbelakangi dari

maksud dan tujuan masing-masing Undang-undangeidis. Dalam Undang-

* Ibid

49 Bambang PurnomoAsas-asas Hukum Pidandakarta: Ghalia Indonesia, Indonesia,
1982, him. 147.

0 Bismar SiregarKeadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasjodakarta:
Rajawali, 1986, him. 105.
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undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Asmaalg disebut anak sampai
batas umur sebelum mencapai umur 21 (dua puluf ditun dan belum pernah
kawin (Pasal 1 butir 2} Kemudian dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974
tentang Perkawinan, bahwa membatasi umur anakwhlb&ekuasaan orang tua
dan di bawah perwalian sebelum mencapai umur lagde belas) tahun Pasal
47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat {I)alam Undang-undang Pemilihan Umum yang
dikatakan anak adalah belum mencapai umur 17 (toglds) tahun Pasal 9 ayat
(1).>® Sedangkan dalam Undang-undang Peradilan Anaktali@n batas minimal
dan maksimal umur anak nakal yaitu sekurang-kurgegtB8 (delapan belas)
tahun dan maksimal umur 21 (dua puluh satu) taleua $elum pernah kawin
Pasal 1 ayat (1) dan (2.
Tentang pengertian anak, dan batasan umur, anaklodgkan
berdasarkan hubungan dengan orang tua, yaitu:
1) Anak kandung adalah anak yang lahir atau sebagaatakatan perkawinan
yang sah.
2) Anak tiri adalah anak yang bukan terlahir dari kedwang tua yang sama
misalnya si istri tergolong janda dan dia membanakadari suami pertama,
atau sebaliknya si pria adalah duda yang membawatk dari istri pertama.

Kedudukan anak seperti demikian pada umumnya sdaka di mata kedua

*1 Redaksi Sinar Grafikd)U Kesejahteraan Anaklakarta: Sinar Grafika, 1997, him. 52.

%2 Redaksi Bumi AksaraUndang-undang Pokok Perkawinanet. ke-3, Jakarta: Bumi
Aksara, 1999, him. 39.

®3'3. Sapto Aji,UU RI. No. 1 Tahun 1995 tentang Pemilihan Umueet. ke-3, Semarang:
Aneka Illmu, 1986, him. 4.

** Redaksi Sinar Grafikd)U Kesejahteraan Anaklim. 52.
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orang tua, baik dalam curahan kasih sayang mauplamdberbagi harta
warisan dikemudian hari.

3) Anak angkat adalah anak yang haknya di alihkan loagkungan kekuasaan
keluarga orang tua, wali yang sah atau orang laimgybertanggung jawab
atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan amakbi¢, kedalam
lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasgirsan atau penetapan
Pengadilan. Hal ini sebagaimana yang disebutkaand#&asal 1 butir 9 UU
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Atrak.

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorandemtbaga, untuk
diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pikeah, dan kesehatan,
karena orang tuanya atau salah satu orang tuadglariampu menjamin tumbuh
dan berkembang secara wajar. Hal ini sebagaimasebutkan dalam Pasal 1
butir 10 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungaak.

2. Menurut hukum pidana Islam
Menurut hukum pidana Islam adalah ketentuan tentgemcurian,
disampaikan melalui larangan mencuri dan diharamy@noleh Allah SWT
memakan/mendapatkan harta dengan jalan yang tida#r tbathil). Hal ini telah
dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Algaeah ayat 188:
OO00O0000O00 - dO00OO00O00O0 - DOOOOOOO0 - 0OO00OO00000 - 0O000O00O000 - 0ooo

00000000 OO0O00000 00000 00000000 ooMOOAoo0o000O0 Oooo00OO000 00000 Ooaooa
00000 O0O000O0000 000000000 DO0O000000

> Bismar SiregarTelaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak\¥amita
Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. Ull, 1986m. 3 lihat jugaPasal 42 UU No. 1 tahun 1974
tentang Perkawinan
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Artinya : “Dan janganlah kamu makan harta dianteamu dengan jalan yang batil,
dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu keparh hakim, dengan
maksud agar kamu dapat memakan sebagian hartataizngu dengan
jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Batyal 88)>°
Syari’at Islam memberi hukuman yang sangat bees pérbuatan mencuri,

dan juga menetapkan pandangan yang lebih reatisiem menghukum seorang

pelanggar (pencuri) yaitu dengan hukuman potongaman Tujuan dari hukuman
tersebut adalah untuk memberikan efek jera gunagheriikan kejahatan tersebut,
sehingga tercipta rasa perdamaian di masyarakngan demikian, maka penjahat

tidak berani menjulurkan tangannya untuk mengaivdnidng orang lain yang bukan

miliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWTlata surat Al-Ma’idah ayat 38:

00000 OO000000 0000000000000 - DO0O0O0O0O0O00 - O0O000000000000 - 000000000000
0000 0000000 0000000 000000 & Oooo 00000 fo0M000 oooooo

Artinya : "Adapun seorang Laki-laki maupun perempuyeang mencuri, potonglah
tangan keduanya (sebagai) pembalasan atas perlyaatgmereka lakukan
dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha &saklagi Maha
Bijaksana”. (Q.S. Al-Maidah: 38}

Menurut Abdul Qadir Audah, untuk terjadinya pengdambyang sempurna
diperlukan 3 (tiga) syarat, yaitu:

1) Pencuri mengambil barang curian dari tempat pemdnnya/tempat

simpanannya.

2) Barang yang dicuri lepas dari penguasaan pemilikdyau dengan kata lain

barang yang dicuri di keluarkan dari kekuasaan lamya.

*® Kementrian Agama RIAI-Qur'an dan TerjemahBandung: Jabal Roudhotul Jannah,
2010, him. 29.

5" Abdur Rahman I. DoiTindak Pidana dalam Syari‘at Islandakarta: PT Rineka Cipta,
Cet-1, 1992, him. 63.

> Kementrian Agama RIAI-Qur'an dan TerjemahBandung: Jabal Roudhotul Jannah,
2010, him. 114
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3) Barang yang dicuri berada dalam kekuasaan pencuri.

Apabila salah satu syarat dari syarat-syarat daktiterpenuhi, maka tidak

dapat dinamakan pencurian.

Hukuman yang dikenakan pukan hukuman

pencurian, melainkan hukumaa'zir, karena dimasukkan dalam kategori membuat

kerusakan di atas permukaan buatifsad

fi al-ard).>®

Dari uraian di atas bisa dilihat perbandingan antarkum Positif dengan

hukum pidana Islam sebagai berikut:

Persamaan:

Dasar hukum pencurian oleh anak
bawah umur dalam hukum Posi
disebutkan dalam KUHP, tetapi a
aturan khusus yang mengatur tentg
Peradilan Anak, jadi aturan i
mengesampingkan aturan yang berl
umum.

tihukum diantaranya adalah dalam 4

Persamaan:
tHukum pidana Islam mempunyai das

d@ur’an surat Al-Bagarah ayat 188 d
aiggrat Al-Maidah ayat 38.

ni
aku

Perbedaan :

Sehingga aturan ini memberlakukan
sanksi yang tidak sama atas pelaku tin
pidana anak dengan orang dewasa. Bé
dari proses peradilan maupun hasil
pemidanaannya. Aturan ini adalah
Undang-undang No.3 tahun 1997 tents
Peradilan Anak yang mengesampingke
aturan umum dalam KUHP yang
menyebutkan batasan umur yang berb
dengan batasan umur yang disebutkan
dalam KUHP.

Perbedaan :

dalam Al-Qur’an surat Al-Bagarah ay
da88 dan surat Al-Maidah ayat 38 yan
\iknenyebutkan tentang tindak pidana
pencurian dan sanksi hukumnya secs
tegas berupa potong tangan, tetapi
irialam masalah batas umur hal ini
ilbanyak dibahas melalui pendapat pa
ulama’.
eda

Solusinya :

Anak di bawah umur tidak dapat dikern
hukuman orang dewasa. Karena anak

Solusinya :

nJikalau seorang mencuri dan itu sug
melebihi Nishob maka potongla

> Abdur Rahman I. DoiQp Cit, him 63.

sal
i\
an

«

ara

[a

lah
ih
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masih belum mampu untyltangannya. Tetapi jikalau pelakunya
mempertanggungjawabkan, baik figsianak di bawah umur maka tidak bias
maupun lainya. Dan juga hukuman an.dikenai hukuman potong tangan. Akan
di bawah umur setengah dari hukumitetapi hukumamiyat ataupunra’zir.
bagi orang dewasa.




